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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntabilitas Publik 

2.1.1 Pengertian 

Menurut Harvianda (2014) Salah satu elemen yang penting dalam 

tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik, 

disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Karena itu, 

pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen 

pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya 

akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan 

Susbiyani, (2009) menjelaskan Akuntabilitas publik adalah kewajiban 

pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan 

yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima 

tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak 

membutuhkan ukuran obyektif ke tahap yang membutuhkan lebih 

banyak ukuran subyektif (Sadjiarto, 2000), antara lain: 

1) Probity and legality accountability, hal ini menyangkut 

pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang  
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telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2) Process accountability, dalam hal ini digunakan proses, prosedur, 

atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan.  

3) Performance accountability, pada level ini dilihat apakah kegiatan 

yang dilakukan sudah efisien. 

4) Program accountability, di sini akan disoroti penetapan dan 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut. 

5) Policy accountability, dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai 

kebijakan yang akan diterapkan atau tidak. Indikatornya adalah  

1. Informasi yang relevan adalah informasi tersebut mempunyai 

manfaat untuk pemakainya. 

2. Informasi dapat memprediksi masa depan adalah informasi 

tersebut dapat melihat masa depan tanpa meleset. 

3. Tepat waktu maksudnya informasi tersebut tepat sesuai dengan 

yang dijadwalkan. 

 

2.1.2 Jenis dan Dimensi Akuntabilitas Publik 

Rahayu (2011) menjelaskan Akuntabilitas publik dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas 

horizontal. Akuntabilitas vertikal  adalah pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas 
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horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 

Sedangkan dimensi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan akuntabilitas 

publik dibagi menjadi empat. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi 

oleh lembaga publik  antara lain:   

1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kejujuran terkait  

dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan 

akuntabilitas  hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan  

terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam 

penggunaan sumber dana publik.  

2) Akuntabilitas proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah 

prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup 

baik  dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 

3) Akuntabilitas program, akuntabilitas program terkait dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau 

tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang 

memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. 

4) Akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas 

kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
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2.2 Penyajian Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian 

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, 

menurut Aliyah (2009), pengungkapan atas informasi ini merupakan 

suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam  

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, 

(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca 

mencantumkan sekurang-kurangnya pos-posberikut: kas dan setara  kas;  

investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; 

investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban 

jangka panjang; dan ekuitas dana. Laporan keuangan sektor publik 

merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Secara spesifik laporan dapat 

menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan 

menunjukan akuntabilitas entitas atau sumber daya yang dipercayakan. 

Indikatornya adalah  

1. Informasi yang relevan adalah informasi tersebut mempunyai manfaat 

untuk pemakainya. 

2. Informasi dapat memprediksi masa depan adalah informasi tersebut 

dapat melihat masa depan tanpa meleset. 

3. Tepat waktu maksudnya informasi tersebut tepat sesuai dengan yang 

dijadwalkan. 
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2.2.2 Standar Penyajian Laporan Keuangan 

Standar penyajian laporan keuangan menurut Mustofa (2012) yaitu 

lengkap dan kualitatif. Untuk penyampaian  laporan 

pertanggungjawaban  secara lengkap sudah diatur dalam UU No.17 tahun 

2003 Pasal 31 yang dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus 

disajikan oleh kepala  daerah setidak-tidaknya meliputi: 

1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD).  

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi 

pendapatan, belanja,  transfer,  surplus/defisit  dan  pembiayaan,  

yang  masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam 

satu periode. 

2) Neraca.  

Penyajian laporan keuangan berupa neraca sangat penting, sebab 

pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan 

utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen  

dasar  dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. 

3) Laporan Arus Kas.  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, 

pengertian laporan arus kas adalah memberi informasi historis 

mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan 

melalui laporan arus kas yang  mengklasifikasikan arus  kas  
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berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan 

(financing) selama suatu periode akuntansi. 

4) Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan 

keuangan Perusahaan daerah. Pembuatan Catatan atas Laporan 

Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk   pembaca  tertentu. 

Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat 

catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk 

memudahkan  pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. 

Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan dijelaskan 

dalam lampiran PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Bastian (2006) menjelaskan 

secara rinci mengenai keempat karakteristik kualitatif laporan 

keuangan sebagai berikut: 

a) Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan 

dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. 

b) Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan  yang  material, menyajikan setiap 

fakta secara jujur, serta dapat diferivikasi. 
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c) Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan 

keuangan dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  

periode  sebelumnya  atau entitas pelaporan lain pada umumnya. 

d) Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat  dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam 

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman 

para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam 

laporan keuangan. 

 

2.3 Aksesibilitas Laporan Kuangan 

2.3.1 Pengertian 

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau 

ketersediaan  hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau 

kemudahan seseorang  atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat 

ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar 

(Aliyah, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai 

kemudahan  seseorang  untuk  memperoleh  informasi laporan 

keuangan (Aliyah, 2009).   

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi 

seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. 

Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka 

yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya. 
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Indikatornya adalah 

1. terbuka terhadap media artinya tidak menyembunyikan informasi 

apapun. 

2.  mudah diakses artinya semua orang bisa mengakses tanpa kecuali. 

3. mudah diakses melalui website artinya bisa dilihat kapanpun dalam 

situasi apapun melalui internet (Aliyah, 2009). 

 

2.3.2 Standar Aksesibilitas Laporan Keuangan 

Dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah, ada beberapa tahapan 

yang harus dipenuhi terkait dalam  memberikan ruang akses atau 

akesibilitas antara lain sebagai berikut :   

1) Seluruh stakeholder memiliki akses terhadap laporan keuangan.  

2) Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses.   

3) Ketersediaan informasi saat dibutuhkan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

menambahkan satu ayat dalam Pasal 116 Ayat (4a) Pasal 116 berbunyi, 

untuk memenuhi asas tansparansi. Kepala Daerah wajib 

menginformasikan subtansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran 

daerah. 
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2.4 Pengawasan Fungsional 

2.4.1 Pengertian 

Pengawasan Fungsional merupakan Pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan 

internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan 

eksternal pemerintah daerah (Wasistiono, 2009). Untuk menjamin agar 

pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta menjamin bebas dari kepentingan 

perseorangan, korupsi, kolusi dan nepotisme maka kinerja pemerintah 

harus diawasi oleh lembaga yang independen, baik eksternal maupun 

internal (Wulandari, 2013). 

Jadi dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu proses kegiatan 

yang dilakukan  secara terus menerus atau berkesinambungan untuk 

mengamati, memahami, dan menilai  setiap pelaksanaan kegiatan 

tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau 

penyimpangan yang terjadi. Pengawasan adalah segala kegiatan dan 

tindakan untuk  menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak 

menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. 

Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengamati apa yang 

sungguh-sungguh  terjadi serta membandingkannya dengan apa yang 

seharusnya terjadi. Bila ternyata terdapat hambatan ataupun 

penyimpangan, harapannya dapat segera dikenali dan dilakukan 
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tindakan koreksi agar pelaksanaan yang bersangkutan diharapkan 

masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal. 

Indikatornya adalah 

1. Terkontrol dengan jelas artinya informasi tersebut diawasi dengan 

jelas dan teliti. 

2. Kejelasan sasaran artinya sasaran pengawasannya jelas dan terarah. 

3. Ditetapkan untuk setiap kegiatan artinya mempunyai jadwal untuk 

setiap kegiatannya. (Wulandari, 2013). 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Pengawasan   

Menurut  Baswir  (2000)  jenis  pengawasan  dapat  dibedakan  

menjadi beberapa  kategori,  antara  lain  berdasarkan  obyek,  sifat,  

ruang  lingkup  dan berdasarkan   metode   pengawasannya berikut 

adalah penjelasan dari jenis-jenis pengawasan yang dijelaskan secara 

rinci:  

1) Berdasarkan Obyek  

Penerimaan negara dari (pajak dan bea cukai dan non pajak) dan 

pengeluaran.  

2) Berdasarkan Sifat  

Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum  dimulainya 

pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran 

keuangan. Pengawasan ini pada  dasarnya dilakukan untuk 
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mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

Isu utama dalam fungsi pengawasan pada instansi pemerintah 

adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Tujuan dari 

dilaksanakannya pengawasan terhadap keuangan negara adalah: 

(1) Untuk menjaga agar anggaran yang disusun dan ditetapkan benar-

benar dapat dilaksakan dengan baik. 

(2) Untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan 

pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan. 

(3) Untuk menjaga agar pelaksanaan apbn benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pengawasan keuangan negara dapat dilakukan oleh aparat 

pengawas internal dan eksternal. Aparat pengawas internal terdiri dari 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat 

Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga dan Inspektorat 

Propinsi dan Kota/Kabupaten. BPKP sesuai PP 62/2006 berfungsi 

melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan internal Pemerintah. 

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, Dewan 

Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D), media masa beserta lembaga atau 

anggota masyarakat lainnya. Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK RI) adalah eksternal pemeriksaan sesuai UU No. 15 Tahun 2003 

tentang BPK anatara lain disebutkan dalam penjelasan adalah lembaga 
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yang bebas dan mandiri serta memiliki profesionalisme. Perbedaan 

fungsi pengawasan internal dan eksternal adalah mekanisme pelaporan 

dan tujuan audit, dimana BPK setiap tahunnya memberikan Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) dan hasil Audit Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) dan seluruh Kementerian, 

Lembaga, dan Pemerintahan Daerah, yaitu Propinsi dan Kota dan 

Kabupaten. 

 

2.5 Audit Kinerja 

2.5.1 Pengertian 

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi  

untuk menentukan dan melaporkan derajat antara informasi itu dan 

kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen. Audit dalam audit keuangan adalah Suatu 

proses yang sistematis untuk memperoleh dan  mengevaluasi bukti secara 

obyektif mengenai asersi atau tindakan dan kejadian ekonomi,  

kesesuaiannya dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan dan 

kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna 

laporan tersebut (Halim, 2004). 
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Indikatornya adalah 

1. Identifikasi program berjalan dengan baik artinya program terkontrol 

dengan baik. 

2. Ketaatan program terhadap UU yang berlaku artinya tidak melanggar 

UU yang berlaku. 

3. Sistem pengendalian manajemen yang memadai artinya system 

pengendalian manajemen terpenuhi tidak kurang sedikitpun (Halim, 

2004). 

 

2.5.2 Jenis-Jenis Audit Sektor Publik 

Jenis-jenis audit dalam sektor publik menjadi tiga kategori. 

Menurut Halim (2004) secara umum terdapat tiga macam audit di dalam 

sektor publik yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit investigasi 

yang dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1) Audit Keuangan, yaitu audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi 

dan pengendalian  keuangan  berjalan  secara  efisien  dan  tepat  serta  

transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.  

2) Audit Kinerja, yaitu audit yang dilakukan secara objektif dan 

sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja 

entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektifitas 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit 

dan meningkatkan akuntabilitas publik.  
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3) Audit Investigasi,  yaitu kegiatan pemeriksaan dengan lingkup 

tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area 

pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau 

indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa 

rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat 

penyimpangan wewenang yang ditentukan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai akuntabilitas publik telah banyak dilakukan. 

Diantaranya telah penulis rangkum dalam table di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Hehanussa 

(2015) 

Jurnal. Penyajian laporan keuangandan 

aksesibilitas laporan keuangan baik 

secara parsial maupun simultan 

Penyajian laporan keuangandan 

aksesibilitas laporan keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

2 Nur Laila 

Yuliani 

(2017) 

Jurnal.Pengaruh Penyajian Laporan 

Keuangan, Karakteristik Kualitatif, 

Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal 

Terhadap Transparansi Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Karakteristik kualitatif dan 

pengendalian internal berpengaruh 

positif terhadap penyajian laporan 

keuangan. Sedangkan penyajian 

laporan keuangan dan aksesibilitas 

tidak berpengaruh terhadap 

transparansi laporan keuangan 

daerah. 

3 Tampubolon 

(2013) 

Buku: Manajemen Keuangan  



24 
 

 
 

4 Wulandari 

(2013) 

Jurnal :Pengawasan fungsional secara 

parsial 

Pengawasan fungsional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas publik. 

5 Aliyah dan 

Nahar 

(2012) 

Penyajian laporan keuangan dan 

aksesibilitas laporan keuangan baik 

secara parsial maupun simultan 

Penyajian laporan keuangan dan 

aksesibilitas laporan keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

6 Ni Made 

Suratmi 

(2014) 

Pengaruh audit kinerja, penyajian laporan 

Keuangan, dan aksesibilitas laporan 

keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. 

audit kinerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas 

publik.  pengawasan fungsional 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas publik 

7 Frans (2011) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 

dan Aksesibilitas Laporan Keuangan 

Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyajian laporan keuangan 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan, 

sedangkan aksesibilitas laporan 

keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap transparansi dan 

akuntabilitas laporan keuangan. 

 Sumber: Data diolah (2020) 

 

2.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Variabel Independen Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

Penyajian Laporan Keuangan (X1) 

Akuntabilitas Publik 

(Y) 
Aksesibilitas Laporan (X2) 

Pengawasan Fungsional (X3) 

Audit Kinerja (X4) 
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Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antar  variabel 

yang  disusun  dari  berbagai  teori yang telah  dideskripsikan.  Sintesis  tentang 

hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan  untuk  merumuskan  

hipotesis. Variabel dalam penelitian yang  digunakan adalah penyajian  laporan  

keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional, audit   

kinerja terhadap akuntabilitas publik. 

 

2.8 Hipotesis 

Dari hasil penelitian  terdahulu tersebut maka hipotesis yang diambil 

dalam penelitian ini adalah :  

2.8.1 Pengaruh Penyajian  Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik.   

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Permatasari (2012), 

dimana hasil penelitiannya   menunjukkan bahwa penyajian neraca 

daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Penelitian 

juga dilakukan oleh Mustofa (2012) dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas publik. Namun dalam penelitian yang digunakan 

sebagai variabel independen adalah penyajian laporan keuangan karena 

pemerintah daerah menurut Undang-undang No.17 Tahun 2003 harus 

menyajikan laporan keuangan setidaknya meliputi neraca, laporan 

realisasi anggaran, laporanarus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Harun (2009) menyatakan laporan keuangan dapat dimanfaatkan 

sebagai petunjuk  adanya pelaksanaan tugas, laporan akuntabilitas dan 
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alat evaluasi, alat perencanaan,  petunjuk adanya kelanjutan organisasi 

dan alat publikasi. Jadi dengan adanya laporan   keuangan dapat 

menjadi pedoman bagi internal manajemen terkait pelaksanaan tugas, 

mengevaluasi kinerja dan menjadi dasar bukti kinerja kepada 

pemerintah yang lebih tinggi maupun publik. Dari hasil penelitian 

tersebut maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah 

H01 : Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

 akuntabilitas publik. 

Ha1: Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

publik. 

 

2.8.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas 

Publik. 

Kristianto (2011) menemukan bahwa aksesibilitas laporan 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. 

Penelitian terkait juga pernah dilakukan oleh Iqbal (2009), Sukhemi 

(2012), dan Mustofa (2012) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas 

laporan keuangan berpengaruh signifikan. Sukhemi (2012) mengatakan 

ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas 

tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua 

informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena 

laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada 

para pengguna potensial. Sehingga hipotesis yang dapat diambil dari 

penenelitian ini adalah : 
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H02 : Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

 akuntabilitas publik 

Ha2 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap 

 akuntabilitas publik 

2.8.3 Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik. 

Handayani (2014) berpendapat dengan adanya pengawasan 

fungsional dapat diketahui apakah instansi pemerintah telah 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara 

efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang 

telah ditetapkan. Wulandari  (2009)  menguji  tentang  pengaruh  

pengawasan  fungsional dalam  menunjang  akuntabilitas  publik  pada  

pemerintahan  kota  Padang. Hasil penelitian Wulandari (2009) 

menunjukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas publik yang artinya bahwa semakin baik 

pengawasan fungsional  maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas 

publik. Penelitian juga dilakukan oleh Rahmawati (2019) yang hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan fungsional 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan 

temuan tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut: 

H03 : Pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

 publik. 

Ha3 : Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas 

 publik. 
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2.8.4 Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik 

Wildani (2014) mengatakan bahwa audit kinerja yang dilakukan 

secara objektif  dan  sistematis  terhadap  berbagai  macam  bukti  untuk  

menilai  kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang 

diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu menurut Wiarty 

(2010) menyatakan bahwa apabila Audit kinerja baik maka akuntabilitas 

publik akan baik juga. 

Rahayu (2011) menguji tentang pengaruh audit kinerja terhadap 

akuntabilitas publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara audit kinerja dengan akuntabilitas 

publik. Penelitian juga dilakukan oleh Suratmi (2014) yang 

menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas 

publik. 

H04 : Audit kinerja tidakcberpengaruh terhadap akuntabilitas 

publik. 

Ha4 : Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. 

H05 : Audit kinerja tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

akuntabilitas publik. 

H05 : Audit kinerja berpengaruh secara simultan terhadap 

akuntabilitas publik. 

 

 

 


